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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Anak  memlk makna dalam keluarga, 
sebagamana  :  (1)  anak  merupakan 
pelanjut  suatu  generas keluarga ; (2) 
anak  merupakan tujuan darpada sebuah 
pernkahan ; (3) seorang anak sebaga ahl 
wars; (4)  anak  sebaga  andalan kedua 
orang  tua  apabla orang  tua  sudah  tdak 
mampu  ;  (5)  dan dalam kepercayaan  adat d 
Bal,  anak dpercaya  dapat  menghantarkan 
arwah leluhurnya menuju  surga. Atas 
pertmbangan tersebut,  maka  pantas apabla 
anak dberkan  perlndungan  oleh  negara. 
Menurut pendapat Soepomo 
pengangkatan anak adalah suatu perbuatan 
hukum yang melepaskan anak dar katan 
sebuah kekeluargaan dengan orang tua 
kandung yang memasukkan dengan cara 
memberkan anak tersebut ke dalam 
keluarga bapak angkatnya dan anak tersebut 
statusnya menjad sepert anak kandung. 
Hal tersebut terdapat penjelasan bahwa 
anak angkat tersebut memlk kedudukan 
yang sama dengan anak kandung dalam 
suatu hal tertentu.2 Mengangkat anak atau 
yang dsebut adops adalah tndakan atau 
perbuatan mengambl anak bak tu dar 
orang lan maupun dar keluarga sehngga 
akan terjad hubungan keluarga yang sama 
dengan anak kandung sendr. 
Dalam masyarakat hukum adat 
Bal hubungan kekeluargaannya adalah 
patrlneal sesua dengan gars keturunan 
Bapak. D dalam Hndu, anak lak-lak 
dharapkan dalam konteks sekala anak lak-
lak Hndu menjad ahl wars, dan dalam 
konteks niskala selan sebaga penerus 
keturunan, a juga wajb melanjutkan 
pemujaan dan penyelenggaraan upacara 
keagamaan terutama d pura keluarga. Maka 
PLURALISME HUKUM DALAM PERBUATAN HUKUM
PENGANGKATAN ANAK DI BALI
Oleh:
Oleh : I Gusti Agung Ayu Sukma Sanjiwani1
ABSTRACT
Children have an important significance in the family. Adoption means taking the responsibility 
of other people’s children from their biological parents in legal way therefore the children 
have the same status in the family. In Balinese Custom’s law, Peperasan ceremony is 
an absolute requirement for adoption process. Based on Government Regulation No. 54 
Year 2007 about Adoption on Article 8 Adoption customary local habits; and Adoption 
by the legislation. Adoption not only solved the national law but also the religious affair. 
Starting from these ideas, pluralism of law in the adoption of legal acts in Bali interesting 
to examine.
Keywords : Pluralism, Customary Law, Adoption
1 Mahasswa Magster Ilmu Hukum Unverstas 
Udayana, Denpasar, Bal. Alamat JL Tukad Balan 
GG 43 No 2 Denpasar, e-mal: ssukmasanjwan@
gmal.com.
2 R. Soepomo, 2000, Bab-bab Tentang Hukum Adat, 
Pradnya Paramta, Jakarta, hlm.103.
662
Magister Hukum Udayana •  Desember 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 4 : 661 - 668
seseorang yang tdak memlk anak lak-lak 
serngkal dlakukan perbuatan mengangkat 
anak sebaga penerus keluarganya.
Berdasarkan PP No 54 Tahun 2007 
mengena Pengangkatan Anak dalam Pasal 
8 Pengangkatan anak antar warga negara 
Indonesa sesua melput :
a. Pengangkatan anak dsesuakan dengan 
adat kebasan setempat; dan
b. Pengangkatan anak dsesuakan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pengaturan nasonal tentang 
pengangkatan anak datur juga berdasarkan 
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlndungan Anak dan UU No. 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 
12 Pengangkatan anak dlakukan untuk 
kepentngan kesejahteraan anak yang 
dlaksanakan dluar adat dan kebasaan, 
dlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.
Konsep  duna nyata (sekala) dan 
duna gab  dsebut juga (niskala) adalah hal 
yang tdak dapat dtnggalkan dar kehdupan 
bermasyarakat d Bal yang religious. Oleh 
karena tu pelaksanaan pengangkatan anak 
tdak hanya berhubungan dengan keluarga, 
dalam masyarakat (banjar) melankan 
juga berhubungan dengan leluhur yang 
bersemayam dalam sanggah atau merajan, 
bhuta kala, dan Ida Sang Hyang Widhi. 
Pengangkatan anak bukan hanya katan 
berdasarkan lahryah semata, melankan 
juga katan rohanah. Pengangkatan anak 
tdak hanya dselesakan secara hukum 
nasonal melankan juga merupakan urusan 
keagamaan yang melbatkan betara-betar 
(roh leluhur).
Dengan demkan, sahnya 
pengangkatan anak tersebut tmbul akbat 
hukum yang berkatan dengan hubungan-
hubungan dengan hukum kekeluargaan. 
Bagamana mengena pengangkatan anak 
yang dlakukan hanya berdasarkan hukum 
adat Bal. Dalam proses pengangkatan anak, 
sangatlah pentng dpenuhnya persyaratan-
persyaratan dalam pengangkatan anak. 
Bertolak dar pemkran tersebut maka 
pluralsme hukum dalam perbuatan hukum 
pengangkatan anak d Bal menark untuk d 
kaj.
1.2. Rumusan Masalah 
Sesua dengan paparan latar belakang 
tersebut, dapat dtark rumusan permasalahan 
sebaga berkut:
1. Bagamana pengaturan tentang 
pengangkatan anak secara substans 
nasonal dan adat ?
2. Bagamana konsekuens hukum 
mengena pengangkatan anak dlhat 
dar sudut pandang hukum adat Bal ? 
1.3  Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan  umum  dalam  peneltan 
adalah  untuk  memaham dan  menganalsa 
tentang pluralsme hukum dalam perbuatan 
hukum pengangkatan anak d Bal.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk membahas berkatan hasl dar 
pengaturan tentang pengangkatan anak 
secara substans nasonal dan adat.
2. Untuk memaham dan mengetahu 
konsekuens hukum terhadap 
pengangkatan anak dlhat dar sudut 
pandang hukum adat Bal.
663
Magister Hukum Udayana •  Desember 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 4 : 661 - 668
II. METODE PENELITIAN 
Peneltan  n  adalah  peneltan hukum 
normatf,  karena  mengena taraf perbedaan 
pandangan antara  dua sstem hukum, yatu 
hukum yang tertuls  dan  hukum  tdak 
tertuls.
 Pendekatan yang dlakukan terhadap 
peneltan yang mencakup n adalah 
pendekatan konseptual dan  perundang-
undangan. Sebagmana bahan hukum yang 
dgunakan yatu bahan hukum prmer terdr 
dar peraturan perundang-undangan dan 
bahan hukum sekunder terdr dar buku-
buku, lteratur dan pendapat para sarjana 
yang sesua dengan permasalahan yang akan 
dangkat.
III. PEMBAHASAN 
3.1. Pengaturan mengenai Pengangkatan 
Anak Secara Substansi Nasional dan 
Adat
Unsur-unsur dalam Negara Hukum 
menurut Fredrch Julus Stahl yang dlham 
oleh Immanuel Kant adalah :
1. Sesua dan mengedepankan hak-hak 
asas manusa
2. Dapat memberkan perlndungan hak 
asas manusa dengan bak oleh sebab 
tu penyelenggara negara berdasarkan 
trias politica
3. Pemerntah berdasarkan Undang-
Undang
4. Jka pemerntahan yang berlandaskan 
Undang-Undang mash drasakan 
melanggar hak asas manusa maka 
dadl secara peradlan admnstras.3
Mengena pengaturan yang menyangkut 
mengena prosedur pengangkatan anak 
secara hukum d Indonesa datur secara 
khusus melalu PP No 54 Tahun 2007 
tentang Pengangkatan Anak Pasal 1 Anak 
angkat adalah anak yang haknya dalhkan 
dar lngkungan kekuasaan keluarga 
orang tua, wal yang sah, atau orang lan 
yang bertanggung jawab atas perawatan, 
penddkan, dan membesarkan anak tersebut, 
ke dalam lngkungan keluarga orang tua 
angkatnya berdasarkan keputusan atau 
penetapan pengadlan. Berdasarkan Pasal 12 
Ayat 1 syarat anak angkat adalah berumur 18 
tahun, merupakan anak yang dterlantarkan 
atau terlantar, berada d dalam asuhan 
keluarga atau d dalam lembaga pengasuhan 
anak dan membutuhkan perlndungan 
khusus dan sebagamana datur dalam Pasal 
13 dalam undang-undang n orang tua 
harus memlk  syarat-syarat sehat secara 
jasman dan rohan, berusa palng rendah 30 
tahun dan palng tngg 55 tahun, memlk 
agama sama dengan calon anak angkat, 
Memlk kelakuan yang bak dan tdak 
pernah dhukum karena  melakukan tndak 
kejahatan, status pernkahan 5 tahun, tdak 
pasangan sejens, tdak atau belum memlk 
anak atau hanya mempunya satu orang anak, 
mampu dalam keadaan ekonom dan socal, 
memlk persetujuan anak dan zn tertuls 
orang tua atau wal dar anak, membuat 
pernyataan tertuls bahwa pengangkatan 
anak adalah dem kepentngan yang bak 
bag anak, kesejahteraan dan perlndungan 
anak, adanya laporan sosal dar pekerja 
socal setempat, telah mengasuh calon anak 
angkat palng sngkat 6 bulan, sejak zn 
pengasuhan dberkan dan memperoleh zn 
menter atau kepala nstans sosal.
Anak angkat adat pada prnspnya 
anak angkat orang lan yang dangkat oleh 
suatu suatu keluarga dkarenakan da tdak 
3 Astm Ryanto, 2006, Teori Konstitusi, Penerbt 
Yapemdo, Bandung, hlm.274.
664
Magister Hukum Udayana •  Desember 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 4 : 661 - 668
4 Soerjono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, 
Rajawal Pers, Jakarta, hlm.251.
5 H.L.A Hart, 1998, The Concept of Law, Claredon 
Press, Oxford, hlm.6.
6 Wayan P. Wnda dan Ketut Sudantra, 2006, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentas 
dan Publkas Fakultas Hukum Unverstas Udayana, 
hlm.96.
memlk anak sama sekal. Jad anak angkat 
secara adat n dapat perempuan dan dapat 
juga lak-lak.4 Dalam desa adat d Bal 
pada umumnya yang dangkat sebaga anak 
angkat adat adalah anak lak-lak.
Menurut pendapat H.L.A Hart “ the 
most prominent general feature of the law at 
all time and places is that its existence means 
that certain kinds of human conduct are no 
longer option, but in some sense obligatory”.5 
(sfat hukum yang harus dtaat membuat 
tuntutan berperlaku manusa pada stuas 
tertentu tdak lag adalah plhan melankan 
menjad suatu keharusan dan kewajban). 
Dalam katannya dengan pengangkatan 
anak, terdapat 2 konstruks hukum nasonal 
dan hukum adat yang memlk cara yang 
berbeda dalam pelaksanaannya.
Berkatan dengan perbuatan hukum 
pengangkatan anak, dalam hukum adat 
Bal Pengangkatan anak dapat dpandang 
sah dengan akbat-akbat yang mendapat 
perlndungan hukum apabla telah dlakukan 
acara pengangkatan anak yang dsebut 
pemerasan atau wdwdana.6 Acara 
pemerasan adalah upacara yang wajb dan 
dalam rangkaan perbuatan yang melput 
upacara-upacara keagamaan dengan 
memaka sajen-sajen yang dselenggarakan 
oleh seorang rohanawan (pedanda, 
pemangku) dan dsakskan oleh phak-phak 
berwenang. 
Menurut I Wayan Ben dan Sagung 
Ngurah, menyatakan : Dalam masyarakat 
hukum adat Bal pengangkatan anak danggap 
sah apabla telah dlaksanakan berdasarkan 
dengan prosedur dan persyaratan yang telah 
sesua dengan hukum adat Bal, sepert 
persetujuan dar beberpa phak yatu Dewa 
Saks, Manusa Saks serta adanya Sar.7 
Pendapat tersebut menyebutkan sahnya 
pengangkatan anak menurut hukum adat 
Bal harus seusa persetujuan sesua dengan 
yang dsebutkan. Dewa saks dwujudkan 
dengan upacara Peras, sedangkan Manusa 
Saks pengumuman terhadap orang tua 
pengangkat anak tersebut yang dlakukan d 
banjar atau d desa dmana yang bersangkutan 
yang tunduk pada hukum adatnya. Upacara 
meperas sebaga syarat mutlak bag sahnya 
pengangkatan seorang anak.
Ter Haar memberkan pendapatnya 
bahwa pengangkatan anak mempunya sfat 
sebaga perbuatan hukum yang rangkap, 
bersfat magis religious, terang dan tuna.8 
Dalam pendapat tersebut perbuatan hukum 
pengangkatan anak memlk sfat :
1. Adanya dua perbuatan hukum 
yang harus dlalu, yang satu phak 
melepaskan anak tersebut dar katan 
kekeluargaan orangtua kandung dan 
phak lan memasukkan anak tersebut 
ke dalam katan kekeluargaan orangtua 
angkatnya.
2. Magis religious dartkan pengangkatan 
anak dserta upacara penyerahan 
benda sebaga penggant anak
3. Terang dmaksudkan agar 
pengangkatan anak danggap sah, 
harus dsakskan prajuru desa dan 
7 I Wayan Ben dan Sagung Ngurah, 1989, Hukum 
Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia, Surya Jaya, 
Denpasar, hlm.16.
8 N Nyoman Sukert, 2012, Hak Mewaris Perempuan 
dalam Hukum Adat Sebuah Studi Kritis, Udayana 
Unversty Press, Denpasar, hlm.15.
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selanjutnya dumumkan secara luas d 
desa pekraman. 
4. Tuna dmaksudkan bahwa 
pengamblan anak dserta dengan 
penyerahan benda sebaga penggant 
penggant anak tersebut sebelum 
dlakukan upacara.
Dalam hukum adat Bal juga harus 
memenuh persyaratan sepert yang datas 
pertama dlakukan upacara keagamaan yatu 
upacara pemerasan dan kemudan anak yang 
dperas dsarkan dan dumumkan ke banjar 
atau desa pekraman untuk menggantkan 
kedudukan orangtua angkatnya untuk dapat 
menjalankan hak dan kewajbannya d banjar 
atau desa pekraman. Magis religious dsn 
dmaksudkan adalah upacara pemerasan. 
Terang dmaksudkan pada saat dsarkan ke 
banjar sedangkan tuna dmaksudkan dalam 
hal penyerahan benda kepada orangtua 
sebaga penggant penggant anak, benda 
tersebut basanya asaperadeg (seperangkat 
pakaan) yatu pakaan adat Bal.
Persyaratan bag anak yang dangkat 
menurut hukum adat Bal, harus memenuh 
beberapa syarat yatu 
a. Anak yang belum dewasa 
b. Usanya lebh muda darpada yang 
mengangkat
c. Dutamakan anak lak-lak. Apabla 
yang dangkat anak perempuan dan 
nantnya dngnkan menjad penerus 
gars keturunan secara hukum adat 
Bal, anak tersebut dubah status 
hukumnya menjad berstatus lak-
lak (purusa) dengan jalan dterapkan 
sebaga sentana rajeg melalu cara 
perkawnan ke dalam atau perkawnan 
kaceburn.
3.2. Konsekuensi Hukum Mengenai 
Pengangkatan Anak Dilihat Dari 
Sudut Pandang Hukum Adat Bali
Sstem kekeluargaan patrlneal atau 
kebapaan dalam masyarakat Bal dsebut 
dengan nama kepurusa atau purusa. Prnsp-
prnsp dalam sstem kekeluargaan kepurusa 
sama dengan sstem kekeluargaan dalam 
Ktab Manawa Darmasastra, yang dkenal 
sebaga ktab hukum Hndu.9 Hal tersebut 
yang menyebabkan masyarakat d Bal 
dkatakan dan djwa oleh ajaran Agama 
Hndu. 
Pengangkan anak d Bal secara umum 
dkenal dengan nama “Nyenta Nayang” 
dengan perbuatan hukum nyenta nayang, 
status anak menjad berubah, perubahan n 
terjad dengan perbuatan hukum berganda 
(double rechtshandelling) yatu :10
1. Perbuatan hukum yang memlk tujuan 
untuk melepaskan anak yang orang 
lan dar katan keluarganya. Basanya 
dlakukan dengan cara pembakaran 
benang, dan membayar secara adat, 
yatu berupa serbu kepeng, dan satu 
stel pakaan.
2. Memasukkan anak ddalam lngkup 
keluarga yang mengangkat yang d 
kenal dengan nama “dperas”.
Tujuan pengangkatan anak adalah untuk 
meneruskan kelangsungan kehdupan dalam 
suatu keluarga. Meneruskan kelangsungan 
keluarga artnya melanjutkan segala hal 
dan kewajban dalam hubungannya dengan 
masalah parahyangan, pelemahan dan 
pawongan. Akbat hukum terhadap sstem 
kekeluargaan secara patrlneal d Bal, 
menyebabkan kedudukan anak lak-lak 
9 Ibid, hlm.78.
10 Djaren Saragh, 1996, Pengantar Hukum Adat 
Indonesia, Tarsto Bandung, hlm.121.
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keberadaannya sangat menonjol, termasuk 
jka dhubungkan dengan warsan.  Keadaan 
tersebut pada dasarnya dkarenakan anak 
lak-lak d dalam masyarakat hukum adat 
d Bal d sampng keberadaannya sebaga 
penerus keturunan juga memlk kewajban 
pada kegatan adat keluaga.
Kehdupan pada desa adat, datur 
dengan perangkat hukum yang dkenal 
dengan hukum adat. D Bal dsebut dengan 
awg-awg atau dresta. Bentuk awig-awig 
ada yang tertuls ada yang tdak tertuls. 
Awig-awig antara desa satu dengan yang 
lannya berbeda alasannya antara lan : Desa 
adat daku sebaga persekutuan hukum 
yang otonom artnya desa adat berhak 
membuat aturannya sendr penegakkan 
dan menyelesakan masalah sepanjang 
yang menyangkut kehdupan desanya dan 
pengakuan atas “desa mewacara” (masng-
masng desa mempunya tatanan adatnya 
sendr).11 Dalam hal pengangkatan anak 
pada setap desa adat d Bal memlk awg-
awg yang berbeda-beda.
Indonesa menggunakan sstem hukum 
yang memlk sfat  pluralstk  (pluralisme 
hukum),  hukum  yang  ada dan berlaku  tdak 
hanya  dalam  pengertan  hukum tertuls 
yang dcptakan oleh negara yang dsusun 
oleh lembaga legslatf bersama presden. 
Indonesa   juga   mengaku  hukum  adat 
dengan sstem  hukum  agama.12 Konsekuens 
hukum dalam hal pengangkatan anak sesua 
dengan hukum adat Bal dan hukum nasonal 
dapat berjalan bersamaan semash tdak 
bertentangan dengan ketentuan undang-
undang. Perbedaan yang dapat dlhat dar 
pengangkatan anak, jka melhat d Indonesa 
/ hukum nasonal anak yang dangkat bsa 
anak adops dar orang lan maupun anak 
dar gars keturunan lak-lak maupun dar 
perempuan sedangkan pengangkatan anak 
sesua dengan hukum adat Bal mengangkat 
anak lak-lak dan dserta upacara pemerasan 
yang danggap dan status anak sudah sah 
menurut hukum adat Bal.
Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 
menyatakan hukum adat daku  sepanjang: 
(1)  mash  hdup;  (2) berdasarkan dan 
sesua  dengan  perkembangan  masyarakat; 
(3)  berdasarkan  dengan  prnsp  negara 
kesatuan Republk  Indonesa  dan;  (4) 
datur  dalam undang-undang.  Dengan 
demkan, ketentuan yang tercermn d 
dalam hukum adat  harus menyesuakan 
dengan hukum  nasonal,  artnya  hukum 
adat  yang berlaku  dalam perkembangannya 
tdak  boleh  bertentangan  dengan hukum 
nasonal. Apabla bertolak belakang terhadap 
dua hukum n, dalam prnsp teor hukum 
dsebut dengan pluralsme yang  lemah 
oleh sebab hukum adat perlu dlakukan 
pembnaan terhadap kebasaan yang tdak 
sesua dengan perkembangan zaman dengan 
menghlangkan deskrmnas yang terjad.13 
Secara persyaratan pengangkatan anak 
sesua dengan adat Bal tdak banyak terdapat 
perbedaan dengan hukum nasonal, hanya 
saja hukum adat Bal sesua dengan agama 
hndu dan keberadaannya d tuangkan tertuls 
dalam bentuk awig-awig dan kebasaan.
11 Wayan P. WInda, 2008, Bali Mewacara Gagasan 
Suatu Hukum Adat (Awig-Awig) dan Pemerintahan 
di Bali, Pusat Peneltan Hukum Unverstas Udayana, 
hlm.29.
12 Ben Ahmad Saeban, H. Encup Supratna, 2012, 
Antropologi Hukum, Pustaka Seta, Bandung, 
hlm.333.
13 R.  Subekt,  1974,  Hukum  Adat  Indonesia Dalam 
Yurisprudensi  Makamah  Agung,  Alumn, Bandung, 
hlm.124.
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IV. PENUTUP
4.1 Simpulan 
1. Berdasarkan  tnjauan  terhadap 
pengangkatan anak secara substan 
nasonal datur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlndungan Anak, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak dan Peraturan 
Pemerntah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak dan berdasarkan hukum adat 
Dewa Saks upacara peras dan Manusa 
Saks, serta adanya Sar.
2. Konsekuens  hukum dalam hal 
pengangkatan anak dlhat dar sudut 
pandang hukum adat Bal harus 
menyesuakan dr dengan arah hukum 
negara atau hukum nasonal, artnya 
dalam pengaplkasannya hukum adat 
yang sudah berlaku d dalam desa 
adat tdak boleh bertentangan dengan 
Hukum Mengena Pengangkatan Anak 
yang dlhat dar sudut pandang hukum 
adat Bal bahwa hukum  adat  Bal 
harus  menyesuakan dr  dengan  arah 
hukum  d Indonesa,  artnya  hukum 
adat  yang berlaku  tdak  bertentangan 
dengan hukum negara.
4.2 Saran
1. Setap  anak yang dangkat harus 
dlndung dan dberkan kepastan 
hukum  bak tu secara hukum nasonal 
maupun secara adat mengena  status 
sebaga anak dan hak- hak yang 
melakat terhadap anak.
2. Kepada  Parsadha  Hndu  Dharma 
dan Majels  Utama  Desa  Pakraman 
d  Bal sebaknya melakukan 
penyesuaan hukum adat Bal tentang 
kedudukan  anak angkat  dengan 
harapan  agar  hukum  adat yang 
dmaksudkan dsesuakan dengan 
perkembangan yang ada d dalam 
masyarakat  dan sebaknya mengkut 
prosedur pengangkatan anak secara 
Hukum Nasonal dem mencapa 
kepastan Hukum.  
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